PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 75 TAHUN 2005
TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman dan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, periu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

1. Pasal§ ayat(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara No’mor 3687);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3694)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3760)

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARI FATAS JENIS PENERIMAAN

NEGARABUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA,

Pasal 1

(1)  Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia terdiri dari -
a. pelayanan jasa hukum;
b. penerimaan Balai Harta Peninggalan;

jasatenaga kerja narapidana;

Surat Perjalanan Republik Indonesia;

visa;

izin keimigrasian;

izin masuk kembali (Re-entry Permit);
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h. suratketerangan keimigrasian

i. biayabeban;

j. smart card,

k. kartu perjalanan pebisnis Asia Pasifik Economic Cooperation.

i. hak cipta Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit
Terpady,

m. paten;

n. merek;

(2) Tarifatas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang beriaku pada Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran
Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

(1)  Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan keimigrasian
berupaizin keimigrasian dikenakan tarif sebesar Rp.O,- kepada:

a. orang asing dalam situasi Force Majeur,

b. tenaga ahii asing dalam rangka kerjasama bantuan program atau proyek
dari luar negeri kepada Pemerintah Republik indonesia;

¢. mahasiswa atau siswa yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik

Indonesia;

orang asing yang menetap di Indonesia dan tidak mampu,

orang asing di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi,

orang asing dalam rangka repatriasi ke Indonesia;

orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik.
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(2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan keimigrasian
berupa biaya beban dikenakan tarif sebesar US$ 0,- kepada orang asing:

a. yangterganggu jiwanya (gila) dan harus dirawat di Rumah Sakit;
b. dalam keadaan terpaksa;

c. dalam penangananAparat Penegak Hukum;

d. dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan.

(3) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan pelayanan
jasa hukum berupa biaya pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam berita
negara atas permohonan pewarganegaraan Ridan uang pewarganegaraan/
naturalisasi dikenakan tarif sebesar Rp.O,- dan 0% kepada pemohon
pewarganegaraan yang tidak mampu,

Pasal 3

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah, satuan US dollar dan persentase.



Pasal 4

Seluruh penerimaan yang bersumber dari jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam

lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal | wajib disetor langsung secepatnya ke
Kas Negara.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan Persyaratan pengenaan tarif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 diatur oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, setelah
mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Departemen Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3837) dan Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4360) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
/

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
AD INTERIM,
ttd
YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 161

Salinan sesuai dengan aslinya
DEPUTIMENTERI SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN
TID

GBDUL WAHID
ANASEN) INISHAS) - faus ‘



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2005

TANGGAL 30 DESEMBER 2005

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF
1. Peclayanan Jasa Hukum
1. Diaya yang berkaitan deagan badsa hulum :
2. Pengesahan akiz pendirian sy perfemujuan atsy  laporan
perubahan anggaran dasar Perseroan Tetbatas perakua Rp. 200.000,-
b. Pembuatan duplikat Surat Keputusan peogesahan sl
persctujuan dan laporan Perseroan Terbatas yang hilang atau
rusak per akta Rp. 100.000,-
¢c. Pcngesahan skta pendirian stau perubaban anggaran dasar
perkumnpulan # peraku’ Rp. 100.000,-
d. Pembuatan duplikat Surat Keputusan pengesahsn stau
perubahan perkumpulan skta anggasss dasar perkumpulan
yang hilang atau rusak per akta Rp. 50.000,-
c. Pengesahan sk pendirian stau perubahan anggann dasar
yayasan peraka Rp. 100.000,-
[ Pembuatan duplikat Surat Kcputusan pengesaban atsu
perubshan akia anggaran dasar yayassn yang hilaog aiau
. rusak per aka Rp. 50.000,-
g Pengesahan badan bukum Partai Politik per pemobonan | Rp. 200.000,-
h. Pembuatan duplikat Surat Keputusan pengesahan badan
hukumn Partal Politik yang hilang alau rusak pet pemohonan | Rp. 100.000,-
2. Disya yang berkaitan dengan hukum perorangan yaitu
perizinan perubahan slau penambahan nama keluarga. per orang Rp. 150.000,-
3. Biaya yang berkaitan dengan notasiat :
s. Pcngangkataa Notaris per orang Rp. 500,000,
b. Pengangkatan Notaris Pindahaa perorang | RP- 700.000,
¢. Peaampung protokol perorang | RP- 500.000,-
4. Legalisasi tanda tangan yang tercantum dajam dolumea. per dokurmen | R 10.000,-
S. Pembuatan surat keterapgan surat wasiat per wasiat Rp. 50.000,-
6. .Biaya yang berkaitan dengan aidik jari :
a.  Sidik jari dari pengiriman instansi-instansi per orang Rp. 1.000.-
b. Pengambilan sidik jari dengan peralatan daktiloskopi per orang Rp- 15.000,
¢. Permintean sidik jari insidentil ' perorang | RP. 50.000,-
7. DBiaya yang berkaitan dengan surat kelerangan pemberitabuan
perkawinan wanita WNA deogan WNIL per dokumen | Rp. 50.000,-
8. DBiaya pendafiaran administrasi dan pengumuman dalam Berita
Negara atas permohonan pewarga- acgaraan Rl per pemohonan | Rp. 500.000,-
25 % dori penghasilan
9. Uang pewargancgaraan /naturalisasi per pemohonan ;?:: ';PF;; mrn
rerskhir
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10. Biaya Pendaftaran Jaminan Fidusis ;
8. untuknilai penjaminaeg sampei  deagas Rp. $0.000.000,
(lima pulub juta rupiab) per akta Rp. 25.000,-
b. untuk nilai penjsminan di atas Rp.$50.000.000, (ldma puluh
juta rupiah) peraka Rp. $0.000,-
11. Biays pcrmobonan perubabas hal-hal yang tercantum dalam
Sertifikst Jaminan Fidusia, per perroohonan | Rp. 10.000,-
12. Biaya permohonan penggantian Sertifikat Jaminan Fidusia yang
rusak atau hilaog :
3. unftuk nilai peojaminan sampai dengan Rp, 30.000.000,- 25.000.-
(lima puluh juta ruplah) per akua Rp. ik
b.  uanuk gilai penjaminan di aas Rp.50.000.000,- (lima pulub
juta rupiah) per skta Rp. 50.000,-
13. Tanda terdaflar sebagai kurator dan pengangkatan per onang Rp. 250.000,-
14. Penggunaan shii bulaum warga negana asing dan perpanjangan
peaggunaan ahli hukum warga negara asing yang dipekerjakan
pada kantor konsultan hukum Indonesia per orang Rp 250,000,
F3
I, Pencrimzzn Balal Harta Penlnggalan
1. Biaya yang berkaitan dengan pembuatan pescarias dan
pemberian salinan surat atau berita acara;
a.  Pembuatan salinan surat-sunat - perlembar | Rp: 5.000,-
b. Pembuatan berite scara penyumpahan wali per berita acara | Rp. £5.000,-
.¢. Pembuatan berita acara kehamilan per beria acara | Rp. 15,000,
. DBiaya pendaftaran akia wasiat per wha Rp. 25.000,-
3. Biaya perabuatan surat kelerangan waris per surat Rp. 75.000,
4. Biaya yang berkaitan dengan penjualan dan peayelcsaian budel :
3. Penjualan budel :
. 2,5 % dari hasil
i. Banng tetap per budel .pcnjualm
it. Banng bergerak per budel 2,3 % dari husil

b.  Penyclesaian budel solvent :

penjuslan

7 % dari jumlah seluruh

‘¢, Dalambal BHP selaku pelaksana per budel kekayson
3,75 % dari jumlsh

d. Dalam hal BHP sclaku wali pengawas per budel sd“f:.fmm‘}:;
hutang

¢ Dalamhal BHF selaku pelaksana dan campur tangan BHP £ budel 3,5 % dari jumlah
berakhir sebetum batas wakw penyelesaian. pe seluruh kekayaan

{. Dalamhal BHP selaku wali peagawas dan campur ngan er bude) 2 % dari jumigh seluruh
BHP berakhir sebelum waktunya. P kekaysan
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5. DBiaya yang berkaiton dengan pengususan hana kekayaan yang
dalam peagelolaan BHP :
a.  Dalam hal BHP sclaku pelaksana pet bude) | % dari kekaysan
pertabun akwim
b.  Dalam hal BHP sclaku wali peagawas per budel 0,5 % duri kekaysan
pertahun akwim
¢. Dalam hal peagurusan oleh BHP selaku pelaksana selesai
schelum berakhimya whun takwim. per budel 0,35 % dan kekayaan
d. Dalam hal pengurusan olch BHP selaku wali peagawas
selesai sebelum berakhimya tahun takwim per budel 0,25 % dari kekaysaan
6. DBiaya yang berkailan dengan penyelesaian kepailitan
a. Dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamian :
i. Nilai budel sampai deagan Rp. 30 miliar. per budel 4 % dari kckaysan
ii.  Nilai budel di stas Rp, 50 miliar per budel 2 % dari kekaysan
b. Dalam hal kepailitan berakhic diluar perdamaian :
i, Nilai budel sampal deagan Ry, 50O giliar. per budel 8 % dari kekayaan
ii. Nilai budel di atas Rp. 50 miliar per budel 4 % dari kekaysan
| % dari harta debitun
apabils debitur sebag ai
¢, Dalam hal pemyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau er budel pemohon atau 1% dari
Peninjauan Kembali (PK). L4 nilel tagihan apablla
keeditur sebagai
pemobon
Berdasarkan kontrak,
1. Jasa Tenaga Kerja Narapldana perorang per hari]l  sckursng-kurangnya
sama dengan UMR
IV. Surat Perjalanan Republik Indonesia
1, _Paspor biasa 48 halaman untuk WNI perorangan per buku Rp. 750,000,
2, Paspor biasa 24 halaman untuk WNNI perorangan per buku Rp. 300.000,-
3. Paspor RI untuk orang asing pcrorangan per buky Rp. 600,000,
4. Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI perorangan per buku Rp. $0.000,-
S. Surst perjsinnan laksana paspor untuk WNI keluarga per buku Rp. 75.000,-
6. Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing perorangan pet buky Rp. 100.000,-
7. Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing keluarga per buku Rp. 150.000,-
8. Perubahan surat perjalanan Jaksana paspor untuk WNI menjadi
SPLP keluargs per buku Rp. 25.000,-
9. Perubshan SPLP uatuk orang ssing mesjadi SPLP keluargs perbuku | RP- 50.000,-
10. Paspor RI 48 halaman pengganti yang rusak atau hilang dan
masih berlaku per buku Rp. 1.000.000,-

11. Pas Lintas...........
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11. Pas lintas baias perorangal

12. Pas lints batas keluargs

13. Paspor Rt 24 halamsn penggonti Y38§ rusak atau bilang dao
sasih berlaku

14, Paspor RI untuk orang asing penuand yang rusak atau hilang
dan masih beclaku

Y. Visa

1. Visasinggah
2. Viss kunjungan
3. Visa kunjungas usaha bebesapa kali pegjalanan dihituag per tabun
4. Visa kunjungan saat kedatangan
i1 (wjuh ) bari
i, 30 (ugs puluh) hari
b. Visa tinggal tetbatas ¢
i, ) (saty) tahun
i, 2 (dua)tabun

V1. Lzin Kelmigrasian

1. Setiap kali perpanjangas {zin kunjungan
2. lzin tinggsl terbatas
a. 1 (san0) tahun

pﬁ
6. Teraan peroberiad izin tinggel Kbusus kelmigrasian,
penggantian dan peoambaban izin tinggal kbusus xeimigrasian
pada kantor imigrasi
7. zin Tinggel Tewp
Perpanjangan izin tinggal t1cap
9. .Pcngg:ntiun KITAP karena rusak atau hilang.

VL. Izin Masuk Kemball (Re-entry Permit)

1. Untuk satu kali perjalanan

2. Untuk beberapd Kali perjalanad (6 bulan)

3, Untuk beberapa kali porjalanad (1 tabun)

4. lLzinmasuk kebali untuk beberapa Kali perjalanan (2 tahun)

VI, Surat Keteranga® Keimigrasian

SATU

per buku Rp.

per buku Rp.

per buku Rp.

per buku Rp.

per orng Us'$
per orang uss
per onng us
pet orang uss
pet onog uss
pec orang Us?
peronng uss
per orang Rp-

pet orang Rp.
per orang Rp.
peronng Rp-
pet orang Rp.
peronang Rp.
per terasn Rp.
pes orang Rp.
per orang Rp.
per ordng Rp.
per orsng Rp.
per orang Rp-
pet orag Rp.
per orang Rp-
pet orang Rp.

10.000,-
15.000,-

400,000,

1.000.000

20.
a5,
100,

10
15

100,
175,

250.000,-

700.000,-
1.200.000,-
700.000,

1.000.000,-
500.000,
100,000,

3.000.000.-
2.000,000,-
1.000.000,

200.000,-
600.000,+
1.000.000,-
1.750.000,-

500-0001'

Larrrrasnss

[X. Biaya .ceoreeess
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IX. DBlaya beban :
1. Orang asing yang berada di wilsyah [ndonesia melampaui
waktu tidak lebih dari 60 hari dari izin keimigrasian yang per han uss 20,-
diberikan, dihitung per hari
2. Penanggungjawab siat aogkut yang tidak memeouhi
kewzjiban melapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal ¢ per alatangkut JUS S 3.000,-
Undang-undang Nomor ¢ Tahun 1992 tentang Keimigrssian
X. SmartCard per orang Uss 15,
XI. Kartu Perjalanan Peblsnls Asla Pasific Economlc
Cooperstion/APEC Busines Travel Card (ABTC) perorang Uss 200,-
XII. Hak Clpta Desain Industri, Rahasla Dagaag dan Desala Tata
Letak Sirkuit Terpadu
{. Biays permohonan peadaflaran suaty ciptaan per permohonan | Rp. 200.000,-
2. Biaya permohonan peadafiaran suats ciptaan berupa program
komputer. per permohonan| Rp. 300.000,-
3. Biaya permohonan pencatatan pemindahan hak atas suatu '
ciptaan yang terdafiar dalam daflar umum ciptaan per permohenan | Rp. 75.000,-
4, Bisya permobonan perubahan pama dan alamat suatu cipuan
yang terdaftar dalam daflar umum ciplaan, per permohonan | Rp. 50.000,-
5. Biaya permoboaan petikan tisp pendaflarso ciptaan dalam
daftar wmum ciptaan. per permohonan| Rp. 50.000,-
6. Biaya pencatatan lisensi hak cipta. per permohonan | Rp. 75.000,-
7. Biaya pencatatan pengalihan Hak Rahasia Dagang :
a. Usaha Keeil o pet permohonan} Re. 200.000,-
b. Neon Usaba Kecil per permohonan] Rp. 400.000,-
8. Pencatatan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang : .
a. Usaha Keeit per perraohonan | Rp. 150.000,-
b. NonUssha Kecil % per permohonan| Rp. 150.000,-
9. Permohonan Pendaftaran Desain lodusti :
a. Usaha Kecil per permohonan| Rp. 300.000,-
b. Non Usaha Kecil per permobonan| Rp. 600.000,-
10. Pengajuan Keberstan atas Permobonan Desain Industri. per pennchonan} Ry, 150.000,-
11. Permintaan Petikan Daflar Umum Desain Industri. per permohonan} Rp. 100,000,
12. Permintaan Dokumen Prioritas Desain Industri per permohonan| Rp. 100.000,-
13. Permintaan Salinan Sertifikat Desain Industri. per permohonan} Rp. 100.000,.
14. Pencatatan Peogalihan Hak Desain Industri :
3. Ussha Kecil per permohonan| Rp. 200.000,-
b. Non Ussha Kecil per pcrmohonan| Rp. 400.,000,-
15. Pencatstan susat Perjanjian Liscnsi Desain Industri. per permohoran| Rp. 250.000,~
16. Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Endusti :
2. Usaha Kecil per permohonan| Rp. 100.000,-
b. Non Usaha Kecil per permohonan| Rp. 150.000,-
. 17. Pembatatan Desain Industri :
a.  Usaha Kecil per permeohonan] Rp. 0,
b. Non Usaha Kecil per permohonan ) Rp. 200.000,~
18. Permohonan
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18. Permobonan Pendafiaran Dessin Tata Letak Sirkuit Terpadu:

2. Usaha Kecil per permohonan | Rp. 400,000,

b. Non Usaba Kecil per permohonan | Rp. 700.000,-
19, Permintaan Perikan Daftar Umum Desain Taw Letak Sirkuit

Terpadu per permobonan | Rp. 200.000,-
20. Permintaan Salinan Serifikat Desain Tata Lewk Sirkuit

Terpadu:

2. Usaha Keeil per permohogan § Rp. 100,000,

b. Noo Usaha Kecil per permohooan | Rp. 200.000,-
21. Pencafatan Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit

Terpadu :

3. Usaha Kecil per permobonan | Rp. 250.000,-

b. Non Usaha Kecil pe¢ permohonan | Rp. 500.000,
22. Pencatatan Perjanjian Liscnsi Desain Tata Letak Sirkuit

Terpadu:

a. Usaba Kecil per permobonan | Rp. 150.000,-

b. NonUsaha Kecil per permohonan { Rp. 250.000,-
23. Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Tota Letak Sigkuit

Terpadu:

3. Usaha Keeil per permohonan | Rp- 150.000,-

b. Noa Usaha Kecil pet permohonan | Rp- 250,000,
24, Pembatatan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu :

8. Usaha Keeil * per permohonan | Rp. 0-

b. Noa Usaha Kecil per permohonan | Rp. 200.000,

XIIL. Paten

1. Permintaan:

s. Permintaan paten per permobonan | Rp. 575.000,-

b. Permintaan paten sederhana per permobonan | Rp. 125,000,
2. Pemeniksaan Substantif :

a. Permintaan Paten: per permohonan | Rp. 2.000.000,

b. Permintaan paten sederhana pet permobonan | Rp. 350.000,-
3. Tambahan biaya sctiap kiaim per permohonan | Rp. 40.000,-
4. Perubshan jenis permintaan palen pet permobonan | Rp. 450.000,-
S, Permintaan banding per permohonan | Rp. 3.000.000,-
6. Pormintasn surat kelerangan pencrmu terdaltar pet permohonan | Rp. 1.000.000,-
7. Permintsan suzet buktl hak prioritas per permobonan | Rp. 75.000,-
8. Permintaan surat ketcrangan resmi untuk memperoleh coatoh

jasad renik. per permohonan | Rp. 100.000,-
9. Permintaan pencatatan peogolihan permintaan paten. Rp. 100.000,
10. Permintaan pencatalag pengalihan paten per patken fp. 150000,
11, Pemmintaan pencatatan perubahan data pemobion per perminuaan { Rp. 160.000,-
12. Permintaan pencataian perubahian pemegang paten per paten Rp. 150.000,-
13. Pendaftaran peacatatan perjanjian lisensi atay lisensi wajib | per permintaan Rp. 1.000,000,
14, Pendaftaran konsultan HKI per permintasn | Rp. 5.000.000,
15. Permintaan petikan dafisr umum paten per permintaen | Rp. 60.000,-

16. Permintaan

...........
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16, Permintaan salinan dokumen paten per lembar Rp. 5.000,-
17. Biaya penclusuran :
2. Permintaan stas penelusuran paten yang di wmumkan di
dalam negeri per subyek Rp. 150.000,-
b. Pcrmintaan atas penclusuran patea yang di ummumkan di
luar negeni per subyek jUSS 100,-
18. Bisya tabunan pemclibaraan paten ( tidak termasuk paten
sederhana ) :
i. Tahun ke-1 (tabun pertama sejak tanggal pencrimaan
permintaan paten) :
(1) Dasar per paten Rp. 700.000,-
(2) Tambabao tiap klaim per paten Rp. 50.000,-
ii. Tahun ke-2 {tabun kedua scjak tanggal pencrimaan .
permintaan patco) : ’
(1) Dasar per paten Rp. 700.000,-
(2) Tasmbahan tiap klaim per paten Rp. 50.000,~
jii. Tabun ke+3 (tabua ketiga scjak uoggal penerimaan
permintaan paten) :
(1) Dasar per paten Rp. 700.000,-
{2) Tambahan tiap klaim per paten Rp 50.000,-
iv. Tahun ke-4 (tahun keempat scjak tanggal penerimaan
pcrmintaan paten) |
1) Dasac pet paten Rp. 1.000.000,-
. (2) Tambahan tiap klaim per paten Rp. 100.000,-
v. Tahun ke-§ {tahua kelirma se¢jak tanggal peoerimazn '
permintaan paten) :
(1) Dasar per paten Rp. 1.000.000,-
(2) Tambahan tiap klaim per paten Rp. 100.000,-
vi. Tabun ke-6 (tahun keenam sejak tanggal penerimaan
perrnintaan paten) :
(1) Dasar per paten Rp. 1.500.000,-
(2) Tambahan tiap klaim per paten Rp. 150.000,-
vii. Tahun ke-7 {tabun ketujuh sejak anpggal penerimaan
pennintaan paten) ¢
(1) Dasar per paten Rp. 2.000.000,-
(2) Tambahan tiap kaim per paten Rp. 200,000,
_viii. Tahun ke-8 (tahun kedolapan sejak wanggal penerimaan
penmintaan paten) :
(1) Dasar per paten Rp. 2.000.000,-
{2) Tambahan tiap kiaim per paten Rp. 200.000,-
ix. Tahun ke-9 (tahun kesembiian sejak tanggsl peoerimaan
permintasn paten)
(1) Dasar per paten Rp. 2.500,000,-
{2) Tambahan tiap Kaim per paten Rp. 250.000,~
x. Tahun ke-10 (tahun kesepulub sejak tanggal pencrimaan
permintaan paten) :
(1) Dasac per paten Rp. 3.500.000,-
(2) Tambahan tiap klaim per paten Rp. 250.000,-
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xi. Tabunke-11 (tabun Kesebelas scjak tanggal pencrimaan
permintaan psten) !
(1) Dusar per paicn Rp. $.000.000,-
(2) Tambahan tiap Kaim per palso Rp. 250.000,-
xii. Tabuake-12 (tabua kedua belas scjak nggal pencrimaan
permintaan paien) :
(1) Dasar per paten Rp. $.000.000.-
(2) Tambahan tiap kaim pet paten Rp. 250.000,
xiii. Tahunke-13 (tabun ketiga belas sejak tanggal penerimaan
permintaan paten) :
(1) Dasar per paten Rp. 5.000.000,-
(2) Tambahan uap Klaim per paten Rp. 250.000,-
xiv. Tahunkc-14 (ahua keempal belas sejak unggal
penerimaan permintaan paten) :
(1) Dasar pet paten Rp. 5.000.000,-
(2) Tambahan tiap klaim per paten Rp. 250.000,-
xv. Tahunke-1$§ (tabun kelima belas scjak tanggal penerimaan
permintaan paten):
(1) Dasar per paten Rp. 5.000.000,-
(2) Tambahaa tiap klaim pet paten Rp. 250.000,
xvi. Tabun ke«16 (tahun keenam belas scjak tanggal pencrimaan
permintaan pateo) :
(1) Dasar per paten Rp. 5.000.000,-
(2) Tembahan Uap Klaim per paten Rp. 250.000,-
xvii. Tahunke-17 (tahun ketwjuh belas scjak tanggal penerimain
permintaan paten) :
(1) Dasar per paten Rp. 5.000.000,
(2) Tumbzhan tizp klaim per paten Rp. 250.000,-
xviii. Tabunke-18 (tahun kedelapan belas sejak woggal
pencrisnaan permintaan paten)
(1) Dasar pet paten Rp. 5,000.000,-
(2) Tambahan tisp Klaim per paten Rp. 250.000,-
xix. Tebunke-19 (tabua kesembilan belas sejak tanggal
penerimaan pennlmunplten): :
(1) Dasar per paten Rp. 5.000.000,-
(2) Tambahan tiap klaim per paten Rp. 250.000,
xx. Tahunke-20 {tahun %kedua pulub scjak tanggal peoerimaan
permintaan paten) :
(1) Dasar per paten Rp. 5.000.000,-
(2) Tambahan tap Klaim per paten Rp. 250.000,-
2,5 % per bulsn dari
19, Dends ketcrlambatan sias mbayaran bisya bunan h
pemelibarasn paicn (ddnkt:muuk paicn sederhana) per paten kewajiban ymgi::x;
20. Biaya adminiscrasi pormintasn patea melalul Paten Cooperation
Treaty (PCT) per permintaan Rp. 500.000,-
21, Biays Tohunan Pemeliharaan Paten Sederbana &
i, Tabunkes} (tahun periama sejak tanggal pencrimaan
permintsan paten) perpaten | Rp- $50.000,
ii. Tahunke-2 (tabun kedus sejak tanggal penerimaan
permintian pater)) per paten Rp. $50.000,-

jii. Tahun ...cooovnee
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{ii. Tabun ke-3 (ahun ketiga sejak tanggsl pencrimaan
permintsan paten) per paten Rp 350.¢00,.
iv. Tahun ke-4 (tabun keempat sejak tanggal penerimaan
penmintasn paten) per paten Rp 550.000,.
v. Tahun ke-$ (tahun kelims sejak tanggal penerimian
permintaan paten) per paten Rp. 1.100.000,-
vi, Tahun kec-6 (tabun kcecnam scjak langgal penerimaan
permintaan paten) per paten Rp. 1.650.000,-
vii. Tahun ke-7 (tabun ketujuh scjak tanggal peacrimaan
permintaan paten) per paten Rp. 1.200.000,-
vili. Tahun ke-8 (tahun kedelapan scjak tanggal peperimaan
permintaan paten) per peico Rp. 2.750.000,-
ix. Tabun ke-9 (tabun kesembilan sejak unggll peneritnaan
permintaan paten) per paten Rp. 3.300.000,-
x. Tahun ke+10 (tahun kesepuluh scjak tanggal penerirann
permintaan paten) per paten Rp. 3.850.000,-
22. Biaya pengumuman lebih awal sampai deogan 6 bulan Pet peroohonan | Rp 200.000,-
23, Biaya denda techadap keterlambatan permeohonan persysratan Per perroohonan | Rp 260.000,-
24. Biaya permohonan lisensi wajib Per permohonan | Rp 200.000,-
X1V, Merek
1. Biaya pcn-mnuan pendafiaran merek dan permin- taan
perpanjangan perlindungan merek terdaftar @
i. Permintaan pendaftaran merck dagang atau jasa
(1) 1 {satu) kelas barang dan atau jasa per pertnintaan | Rp. 450,000,
(2) 2 (dua) kelas barang dan atau jasa per permintaan { Bp 950.000,-
(3) 3 (tiga) kelas barang dan atou jasa per permintaan § Rp. 1.500.000,
ii. Permintaan pendsflaran indikasi geografis per permintaan | Rp. 250.000,-
iii. Permintaan pendaftaran merek kolelaif per permintaan | Rp. 600.000,-
iv. Permintaan perpanjangan jangks waktu perlindungan merek | per permintaan Rp. 600.000,-
v. Permintaan pecpanjangan perlindungan merek kelektif per permintaan | Rp. 750.000,-
2. Biaya pencatatan dalam daflar umum merek : .
i. Pencatatan perubahan nama dan atau alamat pemilik merck | per permintaan Rp. 150.000,-
ii. Pencatatan pengalihan hak/penggabungan perusahaan
{merger) atas merek terdaflar per permintaan | Rp 375.000,-
iii, Pencatatan perjanjian lisensi per permintaan | Rp. 375.000,-
iv. Pecncatatan penghapusan pendaftaran merek per permintsan { Rp. 150.000,-
v. Pencatatan psrubahan poraniran pepggunaan merek kolektil | per perminwan | Rp. 225.000,-
vi. Pencatatan peagalihan hak atas merek kolekuf terdaftar per permintaan | Rp. 450.000,-
vii. Pencatatan pesghapusan pendaflaman merek kolektif per permintaan | Rp. 225.000,-
3. Biaya permintaan petikan resmi dan permintaan keterangan
tertulis mengenai merek :
i. Permintaan petikan resmi pesdaltaran merck per permintaan | Rp. 75.000,-
ii, Pcrmintaan keterangan tertulis mengenai daftar umum Rp.
merek per permintaan 125.000,-
iii. Permintaan keterangan tertulis mengenai péflanyaan
persamacn pada pokoknya suatu merek dengan merek yang
sudah terdaftar per permintaan | Rp 125.000,-
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4. DBiays permintaan baoding merek pet permintaan | Rp. 1.000.000,-
5. Biaya permintaan banding indikasi geografis pet permintaan | Rp. 1.000.000,¢
6. DBiaya pengajuan keberatan atas permintaan peadafiaran merek | per permintaan § Rp. 100.000,-
7. DBiaya permintasn petikan resmi pepdafaran indikasi geografis | per permintaan | Rp. 50,000,
8. Diaya sslinan bukti prioritay permohonan merek per permintazn | Rp. 50.000,-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN




